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PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG 

NOMOR 2 TAHUN 2009  

TENTANG 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TANGERANG,  

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang diperlukan upaya 

pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; 

b. bahwa permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh Kota Tangerang 

antara lain meliputi menurunnya kualitas air, kualitas udara, dan 

keanekaragaman hayati, oleh karena itu untuk melestarikan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pencegahan, 

penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh 

usaha dan/atau kegiatan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 

bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang 

bersifat wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3495); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3518); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4726); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
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Berbahaya dan Beracun  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor  59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa 

Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian 

Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4068); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2001 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG 

dan 

WALIKOTA  TANGERANG 

 

MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Walikota adalah Walikota Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang. 

3. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta mahluk hidup lainnya.  

4. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan 
fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, 
pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, 
dan pengendalian lingkungan hidup. 

5. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 
adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup 
termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin 
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan 
generasi masa depan. 

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk 
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup. 

7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 
untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. 

8. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya 
untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan 
perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu 
kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan 
makhluk hidup lain. 

9. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 
untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau 
dimasukkan ke dalamnya. 

10. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya 
untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, 
energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya. 

11. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup adalah upaya pencegahan, 
penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup. 

12. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan 
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau 
hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi 
dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. 
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13. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas 
perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat 
ditenggang. 

14. Instalasi pengolahan air limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah 
serangkaian proses pengolahan terintegrasi yang digunakan untuk 
mengolah air limbah dari usaha dan/atau kegiatan sehingga air limbah 
yang dibuang lebih baik atau sesuai dengan yang dipersyaratkan.  

15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat 
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup 
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  

16. Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RKL 
adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap 
lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau 
kegiatan.  

17. Rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPL 
adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena 
dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau 
kegiatan. 

18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat 
UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang 
tidak wajib melakukan AMDAL.   

19. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan, 
penanggulangan dan/atau pemulihan mutu udara. 

20. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan 
penanggulangan serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas 
air agar sesuai dengan baku mutu air. 

21. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah 
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, 
sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. 

22. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang 
berwujud cair. 

23. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar 
dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya 
dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air 
dari suatu usaha dan/atau kegiatan. 

24. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah 
B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 
bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau 
konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup 
dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan 
hidup manusia serta makhluk hidup lain. 

25. Penyimpanan limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan yang 
selanjutnya disebut penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan 
penyimpanan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil di lokasi industri 


